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KATA PENGANTAR

Kita sadari bahwest8m Informasi Kesehatan (SIK) yang ada saat ini masih jauh dari
kondisi ideal, serta belum mampu menyediakan data dan informasi kesehatan yang
evidence basemtuk pembangunan kesehatan yang efektif. Berbagai masalah klasik
masih dihadapi dalam penyelenggaraan SIK. Di antaranya adalah kegiatan pengel-
olaan data dan informasi belum terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu mekanisme
kerjasama yang baik. Adangav e r kegiatgn datam pengumpulan dan pengola-

han data, di mana masieging unit mengumpulkan datanyassmtiniidengan

berbagai instrumennya di setiap unit kerja baik di pusat maupun di daerah. Penyeleng-
garaan SIK sendiri masih belum dilakukan secara efisien, nfasihetetjadn d ant o
data, duplikasi kegiatan, dan tidak efisiennya penggunaan sumber daya. Hal ini seba-
gai akibat dari adanya SIK yang ada saat ini masih terfragmentasi.

Dalam mengatasi masalasalah tersebut perlu dilakukan upaya pengintegrasian

S| K. Sel ain it Watignel Héalth Ddta Repddipat a s u @t s e d u
j uga Wa Db a hymngsnampu menampung seluruh data kesehatan dari semua
sumber datdeskipun sistem informasi tidak identik dengan komputerisasi, namun
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini sangat signifikan
memberi kontribusi bagi implementasi sistem informasi secara lebih profesional.
Reformasi birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan memerlukan intervensi sistem
berbasis TIK. Saat ini pemerintah juga dituntut menjalankan tata pemerintah yang baik
dan bertanggungjawab gt@ad governandgood governanoe dapat dilakukan

dengan modernisasi administrasi negara baik di pusat maupun di daerah dengan
mengaplikasikan teknologi, telekomunikasi, media, dan informatika, salah satunya
melaluieGovernmentaitu suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan dengan
menerapkan pemerintahan secara elektronis.

Lebih dari itu, penerapan TIK di bidang kegeHatthynerupakan tuntutan

organisasi tidak saja di sektor pemerintah tetapi juga di sektor swasta dalam
menj al ankan 6ébisnisnyad agar eHedthii h ef i si
pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan administrasi
kesehatan, diselenggarakan melalui SIK.

Kata Pengantas |



Saya mengharapkan dengan adkoadmaRencana Aksi Penguatan SIK, -upaya

upaya penguatan SIK dan pemanfaatan TIK ini dapat lebih optimal dan terkoordinasi.
Sehingga target MDGs dan sasasanan pembangunan kesehatan nasional dapat
dicapai, disparitas pelayanan kesehatan dapat dihilangkan, serta hambatan
masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dapat teratasi.

Dengan ini saya mengucapkan selamat bekerja, semoga semua rencana kegiatan
dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna.

Jakarta, Juni 2012
Sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia

~~
)

—

dr. Ratna Rosita Hendardji, MPHM
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SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segdgaramhiaigga
RoadmapRencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Tabish 2011
telah berhasil disusun.

Roadmaprencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan ta@s, 2011
merupakan dokumen penting yang nmifgstibnewal dari penguatan Sistem
Informasi Kesehatan. Dokumen ini merupakan rencana kerja jangka menengah yang
komprehensif dan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Sistem
Informasi Kesehatan dalam penerapannya.

Sistem I nformasi merupakan Ajiwaodo dari s
Kesehatan mer upakan Aji wao dar i i nstitai
Kesehatan yang kuat akan mampu mendukunugpayeykari Institusi Kesehatan.

Penguatan Sistem Informasi Kesehatan secara tidak langsung akan turut pula
memperkuat Sistem Kesehatan Nasional. Agar Visi dan Misi Sistem Informasi
Kesehatan tercapai maka upaya penguatan harus terarah, saling terkait dan dengan
langkattangkah dan strategi yang jelas dan komprehensif oleh karena itu perlu
disusun suaRoadmapRencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan.

Adanya inisiatif Pusat Data dan Informasi sebagai lokomotif dari upaya penguatan
Sistem Informasi Kesehatan patut kita dukung dan diapresiasi. Selanjutnya setiap
upaya yang berhubungan dengan penguatan Sistem Informasi Kesehatan oleh semua
program dan sektor yang terlibat baik di Pusat maupun di daerah serta pihak swasta,
kami harapkan untuk mengacu pada dokumen ini. Sehingga semua upaya tersebut
dapat menjadi sinergi dan mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Akhir kata kami sampaikan penghargaan yandisgtimygi kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam penyuRoadma@iRencana Aksi Penguatan

Sambutar ii



Sistem Informasi Kesehatan ini. Serta selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Maha Esa
memudahkan semua upaya penguatan Sistem Informasi Kesehatan. Aamiin....

Jakarta, Juni 2012
Menteri Ke tan Republik Indonesia

Nafsiah Mboi
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MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 192/MENKES/SK/V1/2012
TENTANG

ROADMARENCANA AKSI PENGUATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa dalam Undamglang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kese-

hatan, dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang dilakukan
melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor;

. bahwa kebutuhan akan data dan informasi disediakan melalui penye-

lenggaraan Sistem Informasi Kesehatan saat ini masih terfragmentasi
serta belum mampu menyediakan data dan informasi yang handal,
sehingga Sistem Informasi Kesehatan masih belum dapat menjadi alat
pengelolaan pembangunan kesehatan yang efektif;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan ten-
tangRoadmajRencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan
Indonesia;

. UndangJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai-
mana telah diubah terakhir dengan that#argy Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. UndangJndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran-

saksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4843);

. UndangJndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

SK Menteri KesehatanVii



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. UndangJndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. UndangJndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Keputusan Presiden Nomor 47/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor MEKKES/PER/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAMENTERI KESEHATAN TENTROEDMARENCANA
AKSI PENGUATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN INDONESIA.

Roadmagencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

PenyusunarRoadmapRencana Aksi Penguatan Sistem Informasi
Kesehatan bertujuan agaelenggaranya Sistem Informasi Kesehatan
yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komuni-
kasi oleh seluruh pemangku kepentingan di tingkat Pusat dan Daerah se-
hingga proses kerja menjadi lebih efisien, transparan dan mampu men-
yediakan informasi yang handal dalam mendukung pembangunan kese-
hatan.

Roadmap Rencana Aksi Penguatan Sistemminformasi Kesehatan
merupakan acubagi Kementerian Kesehatan serta petunpéebalyi

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam perepenggargkan
pelaksanaan dan evaluasi upaya pengembangan dan penguatan Sistem
Informasi Kesehatan.

Pengembangan dan penguatan Sistem Informasi Kesehatan dilakukan
dengan memperhatikan p#imsipip sebagai berikut :

a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
b. Keamanan dan Kerahasiaan data.
c. Standarisasi.

d. Integrasi.

Viil - Roadmap SIK Tahun 262014



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

e. Kemudahan akses.
f. Keterwakilan.
g. Etika, integritas dan kualitas.

Pusat Data dan Informasi, Setjen Kementerian Keséddatkan koor-
dinasi penyelenggaraan komunikasi data terhadagké@gigitataryang
telah disusun pada rencana strategi.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima dibina dan dipantau
pelaksanaannya berdasarkan indikator datiagaaktivitas yang telah
ditetapkan, agar target dapat dicapai dan dinilai pencapaiannya.

Dalam pengelolaan dan pengembangan SIK, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan
mengurus pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan
fasilitasi pengembangan SIK daerah.

2. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai hak dan kewajiban untuk
mengatur dan mengurus pengelolaan SIK skala Provinsi.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai hak dan kewajiban
untuk mengatur dan mengurus pengelolaan SIK skala Kabupaten/Kota.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kese-
hatan Nomor 511/Menkes/SK/ V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2012

M | KESEHATAN,

NAFSIAH MBOI

SK Menteri KesehatanX
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